
16 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis mengemukakan hasil kajian tentang teori-

teori dan/atau konsep yang akan dipergunakan sebagai bahan analisis 

permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah diatas. Tinjauan hasil 

pustaka oleh penulis disintesis, diabstraksi dan diekstrapolasi dari berbagai teori 

dan pemikiran ilmiah, yang dijadikan tuntunan untuk memecahkan masalah yang 

diajukan dalam penulisan skripsi ini.  

Berikut ini beberapa pengertian dan/atau konsep yang dikemukakan penulis: 

1. Pengertian Kebiri 

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri merupakan penghilangan 

kelenjar testis yang bersifat memandulkan agar tidak memproduksi mani / 

sperma
1
. 

b. Menurut Kamus Kesehatan, kebiri atau yang dapat disebut dengan istilah 

Kastrasi (Castration) yaitu pembedahan pengangkatan testis sebagai organ 

reproduksi, untuk mengurangi ataupun menghilangkan dorongan seksual 

pada seseorang
2
. 

2. Pengertian Hukuman Kebiri 

Hukuman kebiri adalah suatu sistem aturan hukum (punishement) berupa 

pemberatan sanksi hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya 

                                                           
1
Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Diakses pada tanggal 11 April 2017. Pukul 03.25 

wib. 
2
Kamus Kesehatan.com//s=Kastrasi. Diakses pada tanggal 11 april 2017. Pukul 03.40 wib. 
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terhadap anak sebagai korban. Dengan pertimbangan dan berbagai alasan 

pemberlakuan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan tersebut dianggap dapat 

mengurangi daya seksualitas para pelaku kejahatan terhadap anak melalui 

pemotongan genetikal atau dapat juga menyuntikkan obat berupa zat kimia
3
.  

Pemberatan hukuman kebiri yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk 

pengenaan penderitaan terhadap pelaku tersebut dianggap efektif dan setimpal, 

mengingat sanksi hukuman pokok berupa penjara atau penghukuman badan 

melalui lembaga pemasyarakatan sudah tidak relevan sehingga tidak 

menimbulkan efek jera. Disamping itu melalui pemberatan penghukuman dapat 

mengurungkan niat seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan serupa. 

Proses terjadinya pemidanaan adalah dengan memandang seseorang tersebut 

telah melanggar suatu aturan hukum dengan telah dilanggarnya suatu aturan 

hukum maka hakim memberikan penjatuhan berupa pidana. Melalui Hukuman 

pidana tersebut maka pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan 

sistem pemidanaan secara sah yang diterpakan dan dilandasi dengan dasar hukum 

atas terjadinya suatu perbuatan. 

3. Kebiri dan Perkembangannya 

Istilah Kebiri atau Pengebirian telah muncul jauh pada abad ke 8 S.M, karena 

pada saat itu praktik kebiri merupakan bagian tradisi budaya dari China kuno yang 

dijalankan selama beberapa dinasti. Pada saat itu melalui pengebirian merupakan 

syarat untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Kasim (asisten) di istana.  

                                                           
3
Philipus M. Hadjon, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta, 2005, 

h. 19. Dikutip dari Martin P Golding, Legal Reasoning, Alfreda A Knoff Inc., New york, 1984, h. 

1. 
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Mereka tidak hanya dijadikan sebagai pelayan istana namun mereka memiliki 

akses yang langka dan tidak terbatas ke keluarga kaisar mulai dari memegang 

kekuasaan politik terbesar jika terjadi pergantian dinasti, sampai menjaga selir-

selir kaisar dan mendampingi istri raja yang kesuciannya harus terjaga dengan 

baik, serta menjamin bahwa setiap anak yang dilahirkan dilingkungan kerajaan 

adalah anak kaisar
4
. 

Selama berabad abad di China laki-laki yang bukan merupakan anggota 

keluarga kaisar hanya bisa masuk ke wilayah pribadi di kota jika mereka dikebiri. 

Laki laki jenis ini dianggap tak punya jenis kelamin dan tak punya status hukum, 

mereka mengkebiri alat reproduksi mereka dengan harapan bisa mendapatkan 

akses eksklusif ke keluarga kaisar dan membawa kehormatan serta kebanggaan 

tersendiri bagi keluarga kasim tersebut. 

Dengan menggunakan peralatan seadanya proses pengebirian di China 

dilakukan secara terus menerus mulai dari masa Dinasti Sui (Tahun 581 - 618) 

hingga Dinasti Ming berakhir (Tahun 1368 - 1644)
5
. Pada zaman tersebut 

pengebirian dilakukan melalui dua pilihan. Pilihan yang pertama ketika seorang 

kasim yang akan dikebiri tersebut sudah mencapai usia dewasa dan yang kedua 

yaitu melakukan kebiri saat calon kasim masih anak anak
6
. Umumnya tindakan 

pengebirian pada pada zaman dahulu digunakan dengan alasan sosial budaya 

tertentu yang ada di lingkungannya.  

                                                           
4
http://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160204152302-255-108907/kebiri-praktik-kuno-

yang-tetap-kontrovesial. Diakses pada 16 April 2017 pukul 03.28 wib. 
5
https://id.m.wikipedia.org/wiki/orang/kasim. Diakses pada tanggal 29 April 2017 pukul 

08.57 wib. 
6
http://www.netralitas.com/history/read/4142/proses-kebiri-paling-ngeri-di-6-negara. Diakses 

pada 29 April 2017 pukul 09.34 wib 

http://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160204152302-255-108907/kebiri-praktik-kuno-yang-tetap-kontrovesial
http://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160204152302-255-108907/kebiri-praktik-kuno-yang-tetap-kontrovesial
https://id.m.wikipedia.org/wiki/orang/kasim
http://www.netralitas.com/history/read/4142/proses-kebiri-paling-ngeri-di-6-negara
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Seiring berubahnya peradaban zaman dan disertai semakin banyak pula 

pelaku kriminalitas seksual yang menjadi sorotan publik maka beberapa negara 

mengadopsi hukuman kebiri tersebut untuk diterapkan di negara masing-masing. 

Hal itu dimaksudkan agar memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan 

seksual terhadap anak, dengan menitik beratkan kepada mereka yang bersalah 

sebagai hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan.  

Hal tersebut dikarenakan hubungan seksual orang dewasa dengan anak-anak 

dibawah umur yang sering terjadi mengakibatkan trauma pada anak sehingga 

dinyatakan sebagai pemerkosaan menurut hukum, walaupun dengan adanya 

persetujuan antara kedua belah pihak sebelumnya hal tersebut tetap dianggap tidak 

sah karena pada prinsipnya bahwa seorang anak tidak dapat memberikan 

persetujuan dan setiap persetujuan yang sah oleh anak tidak dianggap sah
7
. 

Dikarenakan faktor usia anak yang belum matang dalam tingkat 

perkembangannya sehingga mereka tidak memahami sepenuhnya kegiatan yang 

dilakukan orang dewasa tersebut adalah ilegal dan bertentangan dengan moralitas 

umum.  

Perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Convention On The Rights of 

The Child atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan 

Bangsa Bangsa. Dalam konvensi tersebut memuat perjanjian internasional yang 

diresmikan pada tanggal 2 Septermber Tahun 1990 yang mewajibkan negara 

untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual
8
.  

                                                           
7
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak Dikutip dari Black’s Law 

Dictionary 8th Edition, child at common law. Diakses pada 1 Mei 2017 pukul 09.40 wib. 
8
http://baperlitbang.kendalkab.go.id/info-terkini/87-konvensi-hak -hak-anak-kha.html 

Diakses pada 2 Mei 2017 pukul 16.11 wib. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak
http://baperlitbang.kendalkab.go.id/info-terkini/87-konvensi-hak%20-hak-anak-kha.html
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Dalam Pasal 34 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa :  

Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari segala bentuk 

eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual. Untuk maksud itu, negara-negara 

peserta khususnya akan mengambil semua langkah-langkah nasional, bilateral dan 

multilateral yang tepat untuk mencegah : 

a. Bujukan atau paksaan anak untuk melakukan semua bentuk kegiatan 

seksual yang tidak sah. 

b. Penggunaan anak-anak secara eksploitasi dalam pelacuran atau praktik- 

praktik seksual lainnya yang tidak sah 

c. Pertunjukkan anak-anak secara eksploitasi dalam pertunjukan-pertunjukan 

dan bahan-bahan pornografi. 

Penjelasan diatas menggambarkan bahwa kesejahteraan anak dalam hal ini 

sangat dilindungi, itu terlihat jelas dengan terselenggaranya konvensi hak anak 

yang telah teratifikasi oleh beberapa negara-negara yang ada di dunia termasuk 

Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.  

Adanya konvensi hak anak tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk 

melakukan advokasi bagi perubahan atau mendorong lahirnya peraturan 

perundang undangan yang baru, kebijakan-kebijakan atau program yang lebih 

baik dan efisien bagi anak-anak pada setiap masing-masing negara. 

Kejahatan seksual merupakan perbuatan yang sangat sensitif dan dapat 

dilakukan oleh siapapun yang memiliki niat tanpa terkecuali. Penulis mengambil 

contoh kasus pedofilia yang dilakukan oleh seorang ilmuan komputer serta ahli 

matematika asal Inggris pemecah kode sandi Enigma pada masa Perang Dunia ke 
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II yang bernama Alan Turing. Alan bekerja pada badan rahasia intelijen Inggris di 

Bletchley Park pada tahun 1938, ia bersama timnya berusaha memecahkan kode 

sandi mesin Enigma Jerman yang pada saat itu Enigma digunakan oleh Nazi 

sebagai alat komunikasi untuk melakukan penjajahan terhadap bangsa Eropa 

termasuk Inggris. 

Di sela-sela bekerja sebagai seorang ilmuan, Alan Turing memiliki kebiasaan 

buruk yaitu melakukan kegiatatan homoseksual, yang mana saat melakukan 

perbuatan homoseksual tersebut diketahui oleh rekan sesama timnya yang juga 

merupakan mata-mata Uni Soviet.  

Atas keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh Alan Turing, beberapa 

tahun kemudian mesin yang dibuat dan dikembangkan tersebut berhasil 

memecahkan pesan-pesan Enigma Jerman yang digunakan oleh Nazi dalam 

melakukan penjajahan. Setelah kemenangan Inggris terhadap Nazi dan 

tertangkapnya mata-mata Uni Soviet, Alan Turing pun ditahan oleh kepolisian 

setempat atas dakwaan perbuatan homoseksual yang telah dilakukannya terhadap 

seorang pria berumur 19 tahun.  

Penahanan Alan Turing yang dilakukan oleh kepolisian Inggris atas dasar 

laporan mata-mata Uni Soviet yang mengatakan bahwa adanya perbuatan 

homoseksual yang dilakukan oleh Alan Turing, yang pada saat itu perbuatan 

homoseksual di Inggris merupakan kejahatan yang dilarang dan diancam dengan 

undang-undang kekerasan seksual. 

Atas perbuatan tersebut alan turing dijatuhi vonis bersalah oleh pengadilan 

setempat. Hakim yang menangani kasusnya memberikan 2 pilihan sistem 
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penghukuman berupa pidana badan atau terapi kimia berupa kastrasi. Dengan 

berbagai pertimbangan yang ada, Alan Turing memilih penghukuman terapi 

hormon melalui kebiri kimia atau kastrasi untuk menetralkan sifat libidonya. 

Namun setelah 1 tahun menjalani proses pengebirian, Alan Turing melakukan 

bunuh diri di usia 41 tahun tepatnya pada 7 Juni 1954 dengan menggunakan racun 

sianida. 

Dengan meninggalnya Alan Turing, ahli sejarah berpendapat pemecahan kode 

Enigma yang dilakukan oleh Alan telah memperpendek perang selama lebih dari 2 

tahun dan menyelamatkan lebih dari 14 juta nyawa, namun hal tersebut 

dirahasiakan oleh pemerintahan Inggris selama lebih dari 50 tahun. 

Walaupun sistem penghukuman berupa kebiri dipandang oleh beberapa 

negara merupakan cara kuno, namun sampai saat ini hanya pengebirian 

tersebutlah yang merupakan hukuman paling efektif yang pernah ada. Sehingga 

sistem penghukuman tersebut masih diterapkan oleh beberapa negara dibelahan 

dunia. Negara-negara tersebut enggan untuk menghapuskan hukuman kebiri 

karena dianggap dapat membawa perubahan besar dalam mengurangi masalah 

kejahatan seksual di wilayahnya. 

Di Indonesia sendiri pengaruh globalisasi mengakibatkan beragam modus 

kejahatan seksual terhadap anak-anak semakin meningkat, hal tersebut membuat 

pemerintah mengambil langkah tegas dengan mensahkan Peraturan Pemerintah 
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Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kebiri sebagai pidana 

tambahan
9
. 

Kebiri atau pengebirian dalam bahasa kedokteran disebut dengan 

Gonadectomy adalah suatu proses pemotongan genital dengan cara pembedahan 

secara fisik menghilangkan alat genital secara permanen dengan tujuan 

mengurangi bahkan menghilangkan asupan hormon testosteron yang terdapat 

dalam diri manusia.  

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan kedokteran, tindakan kebiri dapat 

pula dilakukan dengan cara lain yaitu menyuntikan zat kimia anti androgen 

ketubuh seseorang melalui sebuah pil. 

Reaksi zat anti androgen ini akan mengurangi hormon testosteron pada pria 

yang berakibat hilangnya nafsu seksual. Tindakan kebiri melalui media tersebut 

meminimalkan resiko kematian bagi objek yang dikebiri, disamping itu efeknya 

pun tidak permanen dan akan hilang dalam beberapa waktu.  

Sejarah kebiri melalui cara kimia pertama kali diperkenalkan oleh seorang 

fisikawan asal Amerika bernama Jhon Money pada tahun 1960
10

. Money 

memperkenalkan kebiri kimia tersebut dengan suntikan tanpa tindakan bedah 

sama sekali, dalam prakteknya Money beranggapan bahwa pemberlakuan kebiri 

kimia hanya untuk orang-orang yang memiliki hasrat seksualitas lebih khususnya 

terhadap anak-anak dengan memberikan efek jera bagi para pelaku pedofilia anak 

                                                           
9
https://m.detik.com/news/berita/d-3319460/perppu-jadi-uu-kebiri-hingga-hukuman-mati-

intai-predator-seksual-anak. Diakses pada tanggal 13 april 2017 pukul 03.17 wib. 
10

 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jhon_Money Diakses pada tanggal 14 april 2017 pukul 

06.43. 

https://m.detik.com/news/berita/d-3319460/perppu-jadi-uu-kebiri-hingga-hukuman-mati-intai-predator-seksual-anak
https://m.detik.com/news/berita/d-3319460/perppu-jadi-uu-kebiri-hingga-hukuman-mati-intai-predator-seksual-anak
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jhon_Money
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dan sekaligus merehabilitasi pelaku kejahatan seksual anak agar tidak 

mengulanginya di masa mendatang. 

4. Negara yang Menerapkan Hukuman Kebiri  

a. Amerika Serikat 

Sistem hukum yang dimiliki Amerika Serikat sebelum berlakunya hukuman 

kebiri adalah dengan hukuman penjara seumur hidup, namun hal itu dianggap 

tidak efisien untuk mengurangi kejahatan seksual mengingat dengan masih 

tingginya angka kejahatan seksual berdasarkan studi riset yang dilakukan oleh 

beberapa peneliti. Penulis mengambil contoh di Amerika Utara setiap bulannya 

sekitar 15% sampai 25% wanita yang mengalami kekerasan seksual, lalu 

kemudian 5% sampai 15% anak laki laki di bawah umur yang mengalami 

pelecehan seksual
11

.  

 Tahun 1996 dengan berbagai pertimbangan untuk yang pertama kalinya 

Amerika memberlakukan sistem hukuman baru berupa kebiri untuk pelaku 

kejahatan seksual. Penerapan sistem hukuman kebiri tersebut awalnya hanya 

diberlakukan di negara bagian Amerika Serikat yaitu California lalu kemudian 

diikuti oleh beberapa negara bagian lain yang ada di Amerika Serikat diantaranya 

Florida yang juga meratifikasi hukuman tersebut pada tahun 1997, Georgia, Iowa, 

Lousiana, Montana, Oregon, Texas, dan Wisconsin.  

Penerapan hukuman kebiri dilakukan kepada pelaku kejahatan seksual karena 

dianggap satu satunya cara untuk mengekang libido seksual mereka, mengingat 

banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di negara bagian tersebut.  

                                                           
11

Julia Whealin, Child Sexual Abuse, US Departement of Veterans Affairs, 2007, h. 182. 
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Kebiri di Amerika diberlakukan menyeluruh dalam arti tidak membedakan 

usia pelaku baik dari anak sampai dewasa, tidak adanya pembatasan usia dalam 

hal penghukuman tersebut dikarenakan Amerika tidak termasuk dalam anggota 

Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa Bangsa atau Convention On The 

Rights of The Child, sehingga Amerika bebas menerapkan hukuman tersebut 

kepada pelaku anak anak
12

.  

Pemberian hukuman kebiri tidak hanya diberlakukan untuk kasus kejahatan 

seksual terhadap anak saja, melainkan seluruh bentuk dan jenis tindak kejahatan 

yang meliputi adanya unsur-unsur seksual.  

Pantas tidaknya pelaku untuk dapat dikenai hukuman kebiri atas tindak 

pidana pertamanya dengan melalui putusan pengadilan, namun untuk tindak 

pidana kedua / berulang, hukuman kebiri diberlakukan secara paksa kepada pelaku 

kejahatan seksual tersebut. Setelah melaksanakan hukuman kebiri sebagaimana 

yang telah diputus oleh pengadilan, negara melalui peraturan perundang-undangan 

memberikan keringanan hukuman penjara pada pelaku. 

b. Polandia  

Negara Polandia adalah negara kedua yang memperkenalkan hukuman kebiri 

pada masyarakatnya, hukuman tersebut dimaksudkan untuk menekan angka 

kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang yang sama. Aturan baru berupa 

rancangan undang-undang (RUU) tersebut atas usulan Perdana Menteri Donald 

Tusk.  

                                                           
12

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak_Hak_Anak. Diakses pada 2 Mei 2017 pukul 

17.03 wib 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak_Hak_Anak
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Tusk berpendapat bahwa “tujuan dibuatnya undang-undang tersebut bukan 

untuk membalas dendam melainkan  untuk memberi keamanan maksimum 

bagi warga masyarakat Polandia yang berpotensi menjadi korban kejahatan 

seksual, sebagai contoh dua kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh 

seorang ayah terhadap anak perempuannya yang menjadi pemberitaan hangat 

dimedia massa”
13

. 

 

 Usulan Perdana Menteri tersebut kemudian disetujui dan disahkan oleh 

parlemen Polandia menjadi undang-undang pada September 2009 namun mulai 

efektif berlaku pada tahun 2010.  

Undang-undang tersebut bersifat memaksa pelaku kejahatan seksual untuk 

menjalani perawatan medis dengan tujuan mengurangi nafsu seksual yang terdapat 

dalam diri mereka. Mereka yang telah terbukti bersalah oleh pengadilan 

melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur akan menerima 

hukuman kebiri berupa terapi kimia. Namun sebelum menjatuhkan sanksi 

pengebirian, pengadilan diwajibkan untuk mempertimbangkan pendapat ahli 

psikologi terlebih dahulu
14

.  

c. Rusia  

Peraturan perundang-undangan Rusia melegalkan hukuman kebiri pada tahun 

2010. Hukuman tersebut diterapkan kepada pelaku kejahatan seksual anak berusia 

dibawah 14 tahun melalui kebiri kimia atau chemical castration. Munculnya 

hukuman kebiri di Rusia akibat kekhawatiran masyarakat terkait maraknya tindak 

kekerasan seksual berulang terhadap anak dibawah umur.  

Peraturan hukum yang ada di Rusia dalam menangani kejahatan seksual 

terhadap anak dan remaja mengatur pemidanaan minimal 8 tahun dan penjatuhan 

                                                           
13

https//:www.google.co.id/amp/nasional.kompas.com/amp/read/2008/10/08/04381840/pera

watan.medis.bagi.pelaku.kejahatan.seksual. Diakses pada 4 Mei 2017 pukul 07.23 wib.  
14

 Ibid., 
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hukuman terberat 15 tahun oleh pengadilan. Namun dengan adanya upaya hukum 

yang ditempuh oleh pelaku, membuat masa penghukuman tersebut lebih rendah 

dari tuntutan jaksa yaitu hanya 3 hingga 4 tahun. Hukuman yang ringan membuat 

97% pelaku pedofilia mengulangi kejahatan yang sama setelah pembebasan masa 

hukuman penjara
15

. 

Menurut anggota parlemen Rusia Anton Belyakov “Pada tahun 2008 lebih 

dari 1.300 anak-anak di Rusia menderita kekerasan seksual dan untuk kejahatan 

seksual non kekerasan mengalami jumlah yang signifikan yaitu 5.233 kasus”
16

.  

Prosedur penerapan hukuman kebiri di Rusia dilakukan menggunakan obat 

depo provera
17

. Psikiater forensik dibawah pengawasan pengadilan menerapkan 

langkah medis terhadap pelaku melalui suntikan obat berisi progesteron sintetis 

yang berfungsi menurunkan hasrat seksual pelaku. Berbeda dengan Amerika, 

setelah menjalani hukuman kebiri kimia pelaku kejahatan seksual di Rusia tetap 

menjalani hukuman penjara berupa kurungan. Mereka dapat mengajukan 

pembebasan bersyarat apabila telah menjalani 80 persen masa hukuman
18

. 

d. Republik Moldova  

Moldova adalah negara kecil pecahan dari Uni Soviet yang menerapkan 

sistem hukuman kebiri pada tanggal 6 Maret 2012 dan mulai berlaku efektif pada 

tanggal 1 Juli 2012. Hukuman kebiri berupa kimiawi diterapkan kepada penduduk 

                                                           
15

https//:www.Russia-Today.com/news/castration. Diakses pada tanggal 04 Mei 2017 pukul 

10.42 wib 
16

https//:www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp_version/nw4z3e328 Diakses pada 

tanggal 04 Mei 2017 pukul 12.56 wib. 
17

http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/05/bagaimana-hukuman-kebiri-dilakukan 

Diakses pada tanggal 04 Mei 2017 pukul 13.04 wib. 
18

http://www.rt.com/news/pedophilia-russia-chemical-castration-059/ Diakses pada tanggal 

04 Mei 2017 pukul14.22 wib. 

http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/05/bagaimana-hukuman-kebiri-dilakukan
http://www.rt.com/news/pedophilia-russia-chemical-castration-059/
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dan orang asing yang melakukan kejahatan pedofilia di negara tersebut. Sebagaian 

penduduk Moldova berpendapat bahwa negaranya yang kecil sering menjadi 

tujuan wisatawan intrnasional untuk mencari jasa prostitusi, hal tersebut semakin 

kuat dengan adanya pemberitaan media setempat yang mengatakan bahwa 5 dari 9 

kasus pemerkosaan yang terjadi di Moldova pada tahun 2010 dan 2011 adalah 

warga negara asing
19

.  

Penerapan hukum berupa kebiri di Moldova sempat menimbulkan kontrovesi. 

Hai itu dikarenakan Amnesty Internasional mengecam dan menentang penerapan 

hukum di negara tersebut karena dianggap tidak manusiawi
20

. Adanya kontrovesi 

itu tidak membuat negara mereka membatalkan keputusan untuk melakukan 

tindakan kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual. Pemerintah Moldova 

menganggap tindak kekerasan seksual merupakan sebuah pelanggaran hak asasi 

dan patut menerima sanksi hukuman yang berat. 

e. Republik Estonia  

Republik Estonia terletak di kawasan Baltik yaitu kawasan di Eropa Utara 

yang dikelilingi laut Baltik berbatasan dengan teluk Finlandia
21

. Estonia 

menerapkan aturan hukum berupa kebiri yang diratifikasi sejak 5 juni 2012. 

Berdasarkan undang-undang tersebut pengadilan melalui putusannya dapat 

menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual khususnya anak melalui 

kebiri kimiawi. 
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Menteri Hukum Estonia Kristen Michal berpendapat bahwa “proses 

pengebirian tersebut dilangsungkan selama 3 tahun guna menekan gairah libido 

seks terhadap pelaku kejahatan seksualitas anak dibawah umur / pedofilia”
22

.  

Perbedaan sistem dalam pemberatan hukuman antara korban anak-anak 

dengan korban dewasa terjadi di negara tersebut. Pemberatan hukuman kebiri di 

khususkan terhadap pelaku dewasa dengan korban anak-anak, namun jika korban 

adalah orang dewasa negara melalui peraturan perundang-undangannya 

menerapkan hukuman penjara seumur hidup kepada pelaku kajahatan seksual.  

Walaupun sistem hukum yang dimiliki Estonia menyatakan kebiri kimiawi 

merupakan syarat jika pelaku diputus bebas bersyarat oleh pengadilan, namun 

penasehat Kementrian Kehakiman Masalah Hukum Pidana Tuuli Ploom memiliki 

pandangan lain, ia menyatakan “bahwa kebiri bukan merupakan tiket keluar dari 

penjara, namun melalui kebiri mereka dikendalikan dan diberi perawatan agar siap 

dikembalikan kepada masyarakat
23

” 

f. Argentina 

Besarnya kasus kejahatan seksual yang terjadi terutama pemerkosaan di salah 

satu provinsi Argentina, membuat Celso Jaque Gubernur wilayah Mandoza pada 

tahun 2010 turut serta mengadopsi sistem penghukuman berupa kebiri. Peraturan 

tersebut disahkan melalui dekrit oleh pemerintah provinsi yang menyatakan 

bahwa setiap pelaku kejahatan seksual atau pemerkosa di wilayah Mandoza 

terancam hukuman kebiri.  
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Agar tidak melanggar hukum internasional dan hukum konstitusional yang 

ada di Argentina penerapan kebiri diberlakukan secara sukarela, artinya proses 

kebiri yang dilakukan tersebut atas perstujuan para pelaku seksualitas. Selain itu 

pemerintah setempat mengapresiasi dan memberikan imbalan berupa peringanan 

masa hukuman penjara kepada para pelaku tersebut apabila bersedia menjalani 

penghukuman berupa kebiri
24

. 

Menurut gubernur Mendoza “dengan menggunakan pengobatan yang dapat 

menekan dan mengurangi hasrat seksual seseorang serta didukung oleh perawatan 

psikologi, pelaku kejahatan seksual dapat kembali diperkenalkan kepada 

masyarakat  tanpa menjadi ancaman”
25

. 

g. Korea Selatan 

Jumlah kasus kejahatan seksual yang meningkat terjadi di beberapa negara 

melalui pemberitaan internet membuat salah satu negara di Asia yaitu Korea 

Selatan menerapkan sistem penghukuman berupa kebiri. Penerapan sistem 

hukuman tersebut guna mengantisipasi meningkatnya jumlah pelaku kejahatan 

seksual yang ada. Menurut otoritas setempat, tindak seksualitas dianggap 

membahayakan dan tidak mencerminkan nilai-nilai sosial serta disamping itu 

merugikan generasi muda yang akan datang.  

Atas dasar hal tersebut pada Juli 2011 untuk pertama kalinya Korea Selatan 

yang merupakan salah satu negara di Asia meratifikasi sebuah undang-undang 

tentang pengenaan hukuman kebiri bagi pelaku kajahatan seksual. 
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 Isi dari undang-undang Korea mengatakan bahwa negara memberikan izin 

kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman kebiri dalam menangani masalah 

kejahatan seksual
26

. Perintah hukuman kebiri tersebut dikoordinasikan oleh komisi 

kementrian kehakiman Korea Selatan dengan alasan bahwa para pelaku kejahatan 

seksual seringkali mengulangi perbuatannya sehingga merugikan masyarakat 

sekitar
27

. 

Pada tahun 2012 penerapan pengebirian pertama kali dilakukan oleh Korea 

Selatan kepada pelaku seksualitas dan pemerkosa anak di bawah umur. Pengadilan 

Korea Selatan distrik Dejeon menerapkan sistem hukuman berupa kebiri kimiawi 

kepada pelaku Kim Seon Yong karena terbukti bersalah dengan melakukan 

pemerkosaan gadis dan pelecehan seksual anak di bawah umur secara berulang
28

.  

Penerapan kebiri kimia tersebut untuk memanipulasi hormon demi menekan 

hasrat seksual pelaku. Sebagaimana terdapat dalam pemberitaan media setempat, 

Kim divonis oleh pengadilan distrik Dejeon dengan 7 tahun hukuman kebiri kimia 

ditambah 80 jam terapi dan pendidikan seks yang harus dijalani selama masa 

tahanan 17 tahun penjara. 

Tahun 2013 kasus kejahatan seksual di Korea mengalami peningkatan. 

Melalui pemberitaan agensi Korea, pengadilan Korea Selatan kembali 

menjatuhkan hukuman kebiri kimia kepada seorang pelaku kejahatan seksual 
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karena terbukti melakukan pemerkosaan kepada 5 remaja
29

. Setelah melakukan 

proses pengebirian, pelaku bernama Mr. Pyo tersebut juga dijatuhi hukuman 15 

tahun penjara oleh pengadilan Korea Selatan. 

Dibawah payung hukum yang berlaku di negara tersebut, kejahatan seksual 

terhadap anak dibawah usia 16 tahun dapat dihukum melalui kebiri kimia. Namun 

pada 2013 pemerintah melakukan revisi atas peraturan tersebut agar diterapkan 

pada pelaku yang korbannya berumur dibawah 19 tahun
30

.  

Untuk mengantisipasi dan meminimalisasi kejahatan seksual pada anak, 

otoritas Korea Selatan menyediakan tombol darurat yang disediakan di sejumlah 

taman bermain anak-anak. Tombol tersebut dimaksudkan untuk mencegah jika 

terdapat hal hal mencurigakan yang terjadi terhadap anak
31

. 

h. Jerman  

Jerman merupakan salah satu negara di Eropa yang menerapkan sistem 

pengebirian dengan cara pembedahan syaraf libido melalui orchiectomy atau  

pengangkatan testis yang bersifat permanen, hal tersebut dilakukan untuk 

menurunkan nafsu seksual terhadap terpidana pelaku kejahatan seks. Penerapan 

hukuman tersebut dilaksanakan oleh pemerintah Jerman sejak tanggal 15 agustus 

1969.  

Berdasarkan sistem perundang undangan Jerman yaitu Gesetz über die 

freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden § 2 Voraussetzungen der 
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Kastratio atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Sukarela Pengebirian 

dan Perawatan Lainnya serta 2 Prasyarat Pengebirian menyatakan bahwa 

pengebirian harus melalui kesepakatan yang disetujui, disamping itu harus 

menandatangani pernyataan bersedia oleh orang yang bersangkutan dengan 

ketentuan batas usia minimal 25 tahun
32

.  

Tindakan pengebirian di Jerman dilakukan secara sukarela namun dengan 

prosedur yang ketat. Mereka yang dikebiri adalah para pelaku kejahatan seksual 

berulang. Sebelum melaksanakan hukuman tersebut para pelaku diberitahu 

mengenai dampak dan kemungkinan efek samping yang terjadi, serta mereka juga 

diberi pemahaman soal perawatan. Setelah proses pengebirian secara sukarela 

tersebut berlangsung, negara memberikan keringanan masa hukuman penjara 

sebagai imbalan.  

Pengebirian di Jerman sempat mendapatkan kritikan oleh Komite Anti 

Penyiksaan Uni Eropa saat melaksanakan kunjungan kerja di Jerman pada tanggal 

25 November sampai 7 Desember 2010. Komite anti penyiksaan Uni Eropa 

tersebut mendesak agar Jerman mengakhiri pelaksanaan hukuman kebiri melalui 

pembedahan, meskipun terpidana bersedia menerima hukuman kebiri dan 

hukuman tersebut sangat jarang diterapkan.  

Komite berpendapat “Bedah kebiri alat kelamin pada pelaku kejahatan 

seksual dapat digolongkan sebagai tindakan yang merendahkan harkat dan tidak 
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bisa dipulihkan, sehingga mengakibatkan dampak fisik dan psikologis secara 

substansial”
33

. 

Walaupun adanya desakan tersebut, pemerintah Jerman mengatakan tidak 

akan mencabut hukuman bedah kebiri. mereka beranggapan bahwa kebiri 

bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah pilihan yang bisa saja tidak 

diambil
34

. Otoritas setempat juga menilai bahwa hukuman tersebut terbukti efektif 

guna menurunkan angka penyalahgunaan kejahatan seksual. 

i. Inggris Raya  

Penerapan hukum terhadap para pelaku kejahatan seksual di Inggris lebih 

menitik beratkan pada pemidanaan berupa pemenjaraan maksimum atau seumur 

hidup
35

. Walaupun Inggris telah melegalkan sistem penghukuman berupa kebiri 

yang telah di ratifikasi pada tahun 1950, namun penghukuman tersebut bersifat 

tidak wajib dalam arti tindakan pengebirian tersebut merupakan pilihan alternatif 

kedua berupa penghukuman yang dilakukan secara sukarela oleh terpidana
36

. 

Pemerintah Inggris tidak mewajibkan adanya kastrasi kimia dikarenakan tidak 

semua kondisi tubuh pelaku cocok dengan jenis obat-obatan kimia yang dipilih 

untuk diterapkan. Analisis medis menyatakan bahwa masing-masing tubuh 
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seseorang memiliki reaksi tersendiri atas masuknya suatu zat tertentu kedalam 

tubuh
37

. 

Penerapan kebiri secara sukarela terjadi di Nottinghamshire Inggris
38

. Guna 

mengantisipasi terjadinya kejahatan seksual yang dilakukan berulang-ulang 

dengan pelaku yang sama, sebanyak 100 orang pelaku kejahatan seksual 

(pedofilia) di wilayah Nottinghamshire Inggris mengikuti program kebiri massal 

secara sukarela yang di laksanakan oleh kementrian kehakiman Inggris dibawah 

pengawasan ahli medis. Para pelaku berpendapat bahwa pengebirian secara 

massal tersebut dilakukan dengan alasan sebagai pengobatan untuk mengurangi 

hasrat seksual yang ada pada diri mereka melalui pengobatan kebiri kimia. 

5. Pengertian Tindak Pidana 

a. Menurut Prof. Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh 

hukum pidana dilarang dan diancam dengan sanksi berupa pemidanaan 

bagi barang siapa yang melanggar suatu larangan tersebut
39

. 

b. Menurut Roeslan Saleh tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang 

oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang
40

. 

c. Menurut Marshall definisi tindak pidana adalah suatu perbuatan atau omisi 

yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat 

dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku
41

. 
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d. Menurut Bambang Poernomo tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 

oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut
42

. 

e. Menurut Simons tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang 

dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang 

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
43

. 

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Wetboek van Strafrecht (WvS) 

tindak pidana dikenal dengan istilah Strafbaarfeit atau suatu peristiwa pidana yang 

terjadi secara konkrit dalam hukum pidana yang mana pelaku merupakan subyek 

hukum atas terjadinya suatu peristiwa. 

Untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana, sikap batin pelaku harus 

meliputi unsur-unsur subyektif dan obyektif melawan hukum dengan adanya 

kelakuan dan akibat, sebab atau keadaan tertentu yang menimbulkan kesengajaan 

yang melekat pada diri pelaku sehingga perbuatan tersebut dapat terlaksana
44

.  

Sikap batin pelaku dapat tercermin melalui suatu keadaan-keadaan tertentu 

yang telah ditimbulkan, sehingga memiliki dampak adanya reaksi sosial di 

masyarakat. Perbuatan pidana atau yang lebih dikenal dengan tindak pidana 

tersebut dibagi atas tindak kejahatan (Misdrijven) dan tindak pelanggaran 

(Overtredingen).  

Tindak pidana kejahatan sebagaimana yang terdapat dalam Buku ke II kitab 

undang-undang hukum pidana memiliki definisi bahwa kejahatan merupakan 
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suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan tindak 

pidana berupa pelanggaran sebagaimana yang terdapat dalam Buku ke III kitab 

undang-undang hukum pidana menganggap bahwa pelanggaran merupakan 

perbuatan yang tidak mentaati suatu larangan atau peraturan yang telah ditentukan 

oleh penguasa negara melalui kitab perundang-undangan. 

Perbedaan prinsip penghukuman yang terkandung dalam buku ke II dan buku 

ke III kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tersebut menitik beratkan pada 

suatu kesalahan yang dilandaskan pada nilai moral dan tingkah laku seseorang, 

serta berat ringannya suatu pertanggungjawaban hukum yang akan diterima dan 

diputus oleh pengadilan terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan. 

6. Sistem Pemidanaan di Indonesia 

Sistem pemidanaan yang ada di Indonesia merupakan gabungan dari beberapa 

asas dan teori-teori dalam hukum pidana yang merupakan satu kesatuan yang 

saling berkaitan sehingga membentuk suatu sistem penerapan pidana. Di lain sisi 

sistem tersebut juga merupakan bagian dari penegakan hukum yang secara nyata 

dan konkrit menerapkan suatu proses pemidanaan berupa pemberian dan 

penjatuhan sanksi pidana. 

Di Indonesia, sistem pemidanaan bersumber dari asas legalitas yaitu nullum 

delictum nulla poena praevia lege poenali yang memiliki arti tiada pidana tanpa 

adanya undang-undang. Penerapan asas tersebut kemudian diimplementasikan 

melalui Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang 

mengatakan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan 

ketentuan ketentuan perundang-undangan yang telah ada”. 
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 Selain asas legalitas terdapat pula asas culpabilitas yang berkaitan dengan 

sistem pemidanaan. Dalam asas culpabilitas mengatakan bahwa tiada pidana 

tanpa adanya kesalahan. Hal tersebut menggambarkan bahwa untuk dapat dikenai 

suatu sistem pemidanaan haruslah ada kesalahan yang digunakan sebagai unsur 

utama penjatuhan pidana. Asas-asas tersebut kemudian digunakan sebagai dasar 

landasan dalam pengenaan pidana melalui hukum pidana yang ada di Indonesia. 

Pemidanaan terhadap seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak 

pidana merupakan suatu perwujudan penegakan hukum yang sengaja dibuat dan 

diatur dalam undang-undang. Dengan memberikan efek jera terhadap pelaku, 

sistem penghukuman dapat berupa sanksi pidana badan, pidana kemerdekaan dan 

pidana jiwa yang mana pemberian sanksi pemidanaan tersebut harus sesuai 

dengan teori-teori sistem pemidanaan yang ada di Indonesia yaitu meliputi: 

a. Teori absolut (Pembalasan) 

Menentukan bahwa seseorang yang yang melakukan suatu perbuatan 

terhadap orang lain berupa penderitaan harus dibalas pula dengan 

penderitaan. Tujuannya untuk memberikan pembalasan atas suatu 

perbuatan yang telah dilakukan. 

b. Teori relatif (Kemanfaatan) 

Dalam teori relatif tujuan pemidanaan bukanlah untuk melakukan 

pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, namun tujuan pemidanaan 

tersebut lebih diutamakan manfaat untuk masa mendatang. Yaitu dengan 

memperbaiki sifat pelaku tindak pidana sehingga mengurangi timbulnya 

kejahatan dalam masyarakat di masa mendatang.  
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c. Teori gabungan 

Teori gabungan merupakan teori kombinasi antara teori absolut dan teori 

relatif. Teori gabungan menitik beratkan pada tujuan pemidanaan selain untuk 

memberikan balasan terhadap pelaku juga harus diperhatikan pula tujuan atau 

manfaat atas suatu pemidanaan tersebut 

Teori pemidanaan merupakan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana 

berjalannya suatu sistem hukum dalam pelakasanaan pidana. Pemberian nestapa 

dianggap sebagai tujuan akhir untuk memperbaiki tingkah laku manusia yang 

telah melakukan suatu delik. Dalam hal ini peranan sistem pemidanaan mengatur 

bagaimana penegakan hukum pidana sebagai alat (ultimatum remidium).  

Melalui sistem pemidanaan tersebut hakim diberi kebebasan dalam 

menetapkan hukuman pada masing-masing pelaku kejahatan sesuai dengan tindak 

pidana yang telah dilakukan, namun harus tetap mempertahankan asas dan teori 

pemidanaan yang berlaku. Penjatuhan pidana berdasarkan sistem pemidanaan 

yang ada di Indonesia dibedakan dalam beberapa jenis sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). 

7. Pengertian Pidana Tambahan  

Dalam sistem penjatuhan pemidanaan di Indonesia dikenal dengan pidana 

pokok dan pidana tambahan yang mana pidana tambahan ini dalam bahasa 

belanda disebut dengan Bijkomende Straf yang artinya pidana tambahan ini hanya 

dapat dijatuhkan disamping pidana pokok. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 

KUHP pidana tambahan dijatuhkan atas kebebasan hakim dalam menilai suatu 
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perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Jika hakim 

menimbang bahwa hukuman tambahan itu perlu diterapkan maka diterapkan. 

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 KUHP pidana tambahan meliputi 

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan 

hakim. 

a. Pencabutan hak-hak tertentu 

Pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 

Pasal 35 KUHP tidak bersifat otomatis tapi harus ditetapkan dengan 

putusan hakim. Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak hak 

tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan 

pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Pencabutan hak hak 

tertentu melipiti Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 

374 dan Pasal 375 KUHP. 

Sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim tidak untuk selama- 

lamanya, melainkan hanya dalam waktu tertentu. Kecuali apabila terpidana 

dijatuhi hukuman seumur hidup. 

Berapa lama pencabutan hak-hak tertentu yang dapat dilakukan oleh hakim 

tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP.  

b. Perampasan barang-barang tertentu 

Dalam pidana tambahan ini barang yang dapat dirampas yaitu barang 

barang yang didapat karena kejahatan dan barang-barang yang sengaja 

digunakan dalam melakukan kejahatan, dalam hal ini berlaku ketentuan 
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umum haruslah kepunyaan terpidana sebagaimana yang dijelaskan dalam 

Pasal 39 KUHP. 

c. Pengumuman putusan hakim 

Pengumuman putusan hakim tercantum dalam Pasal 43 KUHP. Dalam pasal 

tersebut ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan 

diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum lain maka 

hakim harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas 

biaya terpidana. 

“Dapat disimpulkan bahwa delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa 

pengumuman putusan hakim merupakan tujuan dari pidana tambahan agar dapat 

membantu masyarakat terhindar dari kelihaian busuk atau kesembronoan pelaku 

kejahatan”
45

. 

Pidana tambahan merupakan pengembangan langkah dan pola pencegahan 

pelanggar hukum yang dikembangkan secara efektif melatarbelakangi beragam 

jenis kejahatan yang ada di masyarakat, sehingga menciptakan mekanisme 

pengendalian sosial yang dinamis. 

Sifat pidana tambahan mempunyai daya kerja yang efektif dan mencegah 

secara umum, sehingga setiap orang akan menjadi tahu bahwa hukum sebagai 

aturan yang bersifat mengikat akan menindak tegas bagi siapapun yang 

melakukan tindak pidana, disamping itu bertujuan untuk melindungi masyarakat 

terhadap orang tertentu yang mungkin akan melakukan delik-delik yang dapat 

merugikan masyarakat. 

                                                           
45

S.R Sianturi, Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, 1996, h. 

472. 
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8. Pengertian Kejahatan Seksual  

Mulya W. Kusumah menyatakan. “kejahatan merupakan suatu pelanggaran 

tata cara yang menimbulkan sanksi pidana”
46

. Sedangkan Arif Gosita menjelaskan 

bahwa “dalam arti luas kejahatan tidak hanya ditentukan oleh perundang-

undangan yang ada dalam hukum pidana, namun melainkan pula perbuatan-

perbuatan yang mengakibatkan adanya penderitaan berupa kerugian dan tidak 

dapat dibenarkan serta dianggap jahat”
47

. 

Kemajuan ilmu dan teknologi mengakibatkan perkembangan nilai-nilai sosial 

dan budaya serta struktur masyarakat mengalami perubahan. Hal tersebut 

memberikan dampak tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, intensitas dan 

frekuensi maupun modus operandi terjadinya kejahatan seksual. 

Kejahatan seksual meliputi perkosaan, perbudakan seks atau perdagangan 

seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi kekerasan seksual atau 

penyalahgunaan seks dan yang berkaitan dengan seksualitas atau perkelaminan. 

Kejahatan tersebut lebih spesifik digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu: 

a. Non konsensual yaitu memaksa prilaku seksual seperti pemerkosaan atau 

penyerangan seksual. 

b. Psikologis bentuk pelecehan yaitu meliputi pelecehan seksual, perdagangan 

manusia, mengintai dan eksposur tidak senonoh. 

c. Penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual seperti pedofilia dan 

semburit, kekerasan seksual dan incest. 

d. Perilaku dianggap pemerintah tidak sesuai
48

. 

 

                                                           
46

Mulya W Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Dikutip dari Edwin H. 

Sutherland dan Donald R. Cressey, Principles of Criminology (New York: J.B. Lippincott 

Company, 1974), yang merujuk pada catatan kaki: R. Garofalo, Criminology (Boston: Little, 

Brown, 1914), W.I Thomas and F Zaniecki, The Polish Peasant in Europe and America (New 

York: Knopf, 1927),  Aramico, Bandung, 1984, h. 19. 
47

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, Akademika Pressindo, 

Jakarta, 1983, h. 77. 
48

https://www.scribd.com/mobile/doc/169591239/Definisi-Kejahatan-Seksual Diakses pada 

tanggal 24 April 2017 pukul 07.43 wib 

https://www.scribd.com/mobile/doc/169591239/Definisi-Kejahatan-Seksual
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Kejahatan seksualitas merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh 

seseorang kepada orang lain demi kepentingan tertentu yang menurut norma-

norma dalam masyarakat tidak dikehendaki timbul atau terjadi. Dikarenakan dapat 

merugikan korban baik secara fisik maupun psikis, serta menimbulkan 

kesengsaraan dan penderitaan. 

Kejahatan tersebut bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga tergolong  

tindakan kriminal karena tindakannya yang kompleks dengan adanya kesempatan 

antara pelaku terhadap korban, mengakibatkan peluang kesempatan akan terbuka 

dan timbul interaksi yang berkelanjutan. 

Di Indonesia kasus kejahatan seksual setiap tahun mengalami peningkatan. 

Indikasi tesebut terlihat dengan maraknya pemberitaan di media massa. 

Korbannya pun bukan hanya dari kalangan dewasa namun sudah merambah 

kepada anak-anak yang dipergunakan untuk mendapatkan kenikmatan dalam hal 

seksualitas atau kepuasan seksual. 

Efek yang ditimbulkan dari kejahatan seksual terhadap anak yaitu masalah 

kesehatan dan trauma yang berkepanjangan. Rasa trauma muncul karena daya 

ingat anak yang masih sangat rentan membekas, sehingga pada waktu tertentu 

anak tanpa disengaja dapat mengingat apa yang telah terjadi yang dialami pada 

dirinya dan lingkungan sekitar. 

Usaha pencegahan guna menekan maraknya angka kejahatan seksualitas telah 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIV tentang Kejahatan 

Kesusilaan melalui Pasal 281 sampai dengan Pasal 298 dan Undang-Undang 
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Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun hal itu tidak membuat 

jera beberapa oknum pelaku kejahatan seksual, terutama terhadap anak. 

Upaya dalam melindungi anak sebagai korban kejahatan seksual mendapat 

perhatian pemerintah secara lebih komprehensif melalui ditetapkannya Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan 

kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada 

tanggal 9 Nopember 2016. 

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ini, menandakan 

bahwa keinginan pemerintah dan peran serta masyarakat dalam memberantas 

kejahatan seksual sangat tinggi. Masyarakat menilai sanksi hukuman yang 

diberikan saat ini masih terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. 

 


